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1.1

BAB 1

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

NeZara Kesatuan Republik Indonesia vang terdiri
atas 13677 pulau vane® dihuni dengzan luas wilavah
Nusantara meliputi sekitar 1.919.434 KMZ, namun basgi
Perum Pos dan Giro wilavah seluas 1tu bukan masalah
lavi, karena peltavanan menjangkau seluas wilavah
Nusantara dengan demikian sanzat dirasakan
manfaat bari masvarakat dalam pelavanan pengiriman,
barang, surat maupun wesel.

Dalawn keberadaannva ditenkah-tengah masvarakat
baik secara lanksung maupun tidak lanesuneg bahwa
tidak semua anggota masvarakat mengetahui seluk
beiukarti dan penddunaan vang sebenarnva mengenail
wese]l tersebut. Hanva wolongan—-dolongan tertentu saja
misalnva pedaxang vanz banvak menggunakah wesel dalam
pembavaran, kKarena wesel merupakan suatu pengiriman
atau pembavaran hutan®, lahir dari pengakuan vansd
berasal dari penandatandanan wesel tersebut adanva
transaksi vang terjadi.

LLatay belakang penerbitan surat wesel ialah
adanva perikatan dasar antara penerbit dan penerima,
dalam bahasanva rperlu ditelaskan secara khusus,

latar Dbelakang penerbitan surat wesel vakni




Tujuan penulisan
Untuk mengetahui tentang pelaksanaan perjaniian
pengiriman uwuang dengan wesel Pos dan Giro pada
Kantor Pos dan Giroe untuk mengetahui bagaimana
akibat hukumnva menvangkut masalah
perjaniian pendiriman uang denkan wesel pos dan

¥iro pada Kantor Pos dah Giro.

Kegunaan Penulisan
Untuk memberikan informasi menZenai data
relaksanaan perum pos dan £iroe, praktek wesel
ros di Daerah Tinekat 11 Kabupaten Wajo.
Selain itu untuk memberikan informasi mengenai
perum wos dan &2iro dalam upava penkiriman uans
dengan wesel pos dan £Ziro pada Kantor Pos dan
Girov. Juga dapat menambah kajian hukum dan
masvarakat.
Sistematika Pembahasan
Sebagai 2ambaran dari keseluruhan pembahasan
dalam skripsi ini. Maka penulis memberikan
sistematika pembahasan sebagal berikut
BAB 1 PENDAHULUAN
Dalam bab pendahuluan ini tercdiri atas, Latar
Belakane Masalah, Batasan Masalah, Metode
Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penulisan dan

Sistematika Pembahasan.
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C.

11.

12.

13.

14.

15,

honory Pgr rumah vwos dan angkutan pos
Memeriksa/menvimpan X13 {(pangZilan tercatat),
PP13 {(panggilan pabket puous)

Menvusun/menvimpan tripikat form IV dan VIII
Memibuat pertanggungdan cek pos wisata vand
terjual atau dibavar
Menervima/menvimpan/menverahkan peralatan kerija
loket /pkd

Tuas-tugas lain vank diberikan oleh kepala

kantor.

Kepala Loket 1 {BPM, R. PP dan C7) bertuias :

1 L]

on

Menviapkan peralatan kerja

Menerima panjiar Kkerja/benda pos dan materai
dari kepala kantor

Meelavani wenijualan benda wos dan materair, UT,
CPW dan benda-benda pos sejenisnva
Menvetor hasil penjualan benda pos dan materai
dan meminta panijar benda povs dan materai
kepada kepala kantor
Melavani pengiriman R/PP dan surat-surat dinas
surat ypos BRI/BNI 1946
Menveralikan R/PP vang tidak diantar

Membuat buku pertanggungan dan laporan

peniualan majalah sahabat pena
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ad.l.

ad. 2.

ad. 3.

ad.4.

Ada pihak-pihak

Pihak-pihak ini disebut subvek perianiian,
Subrvek perjanijian ini dapat berupa manusia
pribadi dan Ladan hukum, Subvek verjaniian ini
harus cakap melakukan perbuatan hukum seperti
vang diterapkan dalam undang-undang.
Ada persetujuan antara para-pihak

Persetujuan ini bhersifat tetap. bukan
sedang berunding. Perundingan itu adalah tinda-
Kan-t indakan pendahuluan untuk menuiju kevada
adanva persetujuan. Persetujuan itu dituijukan
dengan penerimaan atas suatu tawaran. Apa vang
ditawarkan olelh pilhak vaneg satu diterima oleh
pihak vang lain.
Ada tujuan yang akan dicapai

Dengan adanva persetuijuan maka kedua belah
pihak yaneg mengadakan perijanjian sepakat untuk
melakukan hal vang diinginkan bersama.,
Maksudnva kesepakatan kedua belah pihak atas
sesuatu hal vang ingin dicapai,
Ada prestasi yang akan dilaksanakan

Dengan adanva persetujuan maka timbuillah
kewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi.
Prestasi wmerupakan kewaiilbran yvan® harus
dipenuhi oleh pihak-pihak sesuai dengan

gsvarat-syvarat perjanjian, misailnva pembeli
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UndanZ-Undang tidak memperdulikan pada
vang dJdiperhatikan menjadi sebab oranx
menvadakan perjaniian, vand
diperhatikan atau diawasi oleh undang-undang
ialah 181 perijanjian itu, vang
mengZdambarkan tujuan yanZ akan dicapai, apakah
dilarang oleh undang-undang ataukah tidak.

Isi perijaniian ialah hak menikmati atau
barane Lerwvindah dan sejumlah uaneg
diserahkan.bDalam pihak vang satu menginginkan
kenikmatan sejumlah uang, tujuannva, tujuahnva
ialalh penguasaan barang itu diserahkan dan
sejumlalh vang dibavar, Dalam contoh-contoeh ini
causa atau sebab itu halal.

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka
dikatakan adanva suatu sebab yang halal
Jdimaksudkan bahwa apa van# menjadi obvek
perjaniian itu harus jelas dan dapat
dipertanggung jawabkan kebbenarannva, Jjadi
harta atau baraneg yang diperjanjikan itu bila
vrang vang melakukan perjanijian itu tidak
memenuhi svarat, maka perjanjian itu dapat
dibatalkan.

Sebab yanig halal lebih menunjukkan
adanva persetuijuan vang sah antara kedua belah

pi1hak terhadap apa vang menjadi obyek
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mengdunakan wesel pos dapat dikemukakan sebasgail

berikut

1, Pengirim menghadap di kantor pos dan £iro kemudian
mengisi formulir yang memang telah disediakan
untuk itu.

2. Mencantumkan alamat, nama, daerah tuiuan pada
orang vaneg akan dikirimkan uan#.

3. Keterangan van ditulis dalam wesel pos tersebut
benar dalam arti keterangan itu dapat
dipertanggune jawabkan bilamana terijadi hal-hal
vang dapat menimbulkan permasalahan
dikemudian hari.

4. Mencantumkan jumlah/besar uvang vang dikirim dengan
menggunakan wesel pas. Ditulis dengan angka dan
huruf.

Dari point (1-4} tersebut di atas. menuniukkan
rahwa perjaniian pengiriman uang dengan menggunakan
jasa pos dan ®irov tidak boleh ada unsur paksaan dari
rihak pemberi Jjasa tetapi masvarakat vang akan
mengdunakan Jasa pos dan 2ire terijadi atas Keinkinan
sendiri untuk memakail jasa tersebut.

Akan tetapi walaupun ada paksaan dari pihak
pemberi jasa. keterangan vaneg ditulis pada sampul
atau wesel tersebut harus sesuat dengan nama,
alamat dan keterangan lainnva vansg dibutuhkan. Jadi

baik pengirim maupun vang akan dikirimi uwang dengan
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BAE 4
PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGIRIMAN UANG
DENGAN WESEL POS DI KABUPATEN DAERAH

TINGKAT II WAJO

Tujuan dan Manfaat Pengiriman Uang dengan Wesel Pos

dan Giro

Untuk mengulas tentans apa vang menijadi tujuan
dan manfaat sesecrang mengirim uansg dengan wesel pos
dan €irco, Dberikut wawancara penulis dengan Bapak
Bardjone Kepala EKantor Pos dan Giro di Kabupaten
Senekang pada tanggal 2 Januari 15383, menjelaskan
tujuan dan manfaatnva sc¢bagai berikut

1. Tujuan

a, Menghindari resiko kKehilangan uvang tunai

b, Uang vane dikirim terjamin keamanannya
serta dapat dipertanggung iawabkan

¢c. UVang vang dikirim cepat sampal pada
tujuan (sipengirim}

d. Masgsa berlakunva wesel pos cukup lama
vaitu 5 bulan, kadaluarsa setelah 2 tahun

e. Untuk memberikan pelavanan kepada
masvarakat luas untuk memperlancar
pengiriman uans keseluruh pelosck

tanah air.
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rupiah), jika terdapat perbedaan iumlah uwang
antara vang tertulis denZan huruf jika
penulisan jumlah uvaneg deugan andka densan
huruf itu berulang KkKali dilakukan dan
terdapat wperbedaan jumblahnva. vank berlaku
adaiah Jjumlab terkecil (pasal 105 KUH
Dagandg}.
Ib, Nama lengkap sialamat

Daiam surat wesel harus disebutkan nama
orang vansg diperintahkan untuk melakukan
pembavaran {nama tersangkut}.

Alamat lengkap sialamat

9

Pada svdi pengiriman dituliskan sebagai

berikut

1. Nama lenekap si pendirim

2, Alamat lengkap si pengirim {bandingZkan
dengan no.3 di atas)

3. Dilengkapi dengan kode pos alamat vansg
dituju dan yan2 mengirim

4. Tanggal /Bulan/Tahun pengiriman

Besar wvane vang dikirim

n

Pada sedi berita (bagian belakang) oleh si
pengirim Jdapat dituliskan berita singkat tentans
maksud pengiriman uang tersebut atau permintaan asgar
setelah si1 alamat {vang dituijul} menerima uvansg

tersebut supava dengan segera memberi khabar melalui
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Jika terdapat penvimpangan, maka hal tersebut
harus dipertanvakan ke kantor asal, .jika segala
persvaratan sudah dipenuhi. maka dikerijakan sebasai
berikut

1. Pada setiap wesel diterakan cap tanggal
penerimaan pada badian belakang sebelah
kanan atas (W 15).

2. Dibutuhkan pada dasar W15 atau dientrv wpada
komputer.

3. Semua wesel dalam kota diserahkan kebagian
cekspedisi untuk selanjiutnva dicatat pada
buku NZ1 masing-masing penZantar ros,

4. Wesel untuk kantor pos dan firo pembantu
dimasukkan kedalam sampul bersama dattar W15
dan dikirimkan terdaftar kepada vansg
bersangkutan,

Selanjutnva wesel pos diatur oleh pengantar

o

pus sesual jalur antaranva masing-masing
diserahkan kepada si alamat, Dengan
menandatanfani buku N12 tersebut bawi
sialamat vanZ kebetulan tidak Dberada

ditempat diserahkan kepada keluarwa.

4. Pembavaran kepada si alamat
Pada dasarnya pembayaran wesel pos hanva dapat

dilakukan kepada si alamat pribadi setelah
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